
BUPATI LAMPUNG TIMUR
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAIVIPUNG TIMUP. 

NOMOR: 22 TAHUN 2000 

TENTANG
 

RETRIBUSI TEMPAT KHUSU£ PARKIR
 

DENGAN RAHMAT TUHAI~ YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNO TIMUR 

"' .. 
Menimbang a.	 bahwa dengan telah dltetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 

Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan 

Undcmg-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retriuusi Daerah maka perlu dibuat Peraturan Daerah tentang 

Retri~usi Ternpat Parkir Khusus. 

b.	 bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud 

pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah 

Mengingat 1.	 Unciang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan ' 

Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 

95, Tambahan Lembaran ~Iegara Nomor 2688); 

2.	 Undang-ulldang I\lomor 12 Tahun 1999 tentang Pembertusan 

Kabupaten Kabupaten Daerah Tk. II Way Kanan, Kabuoaten 

Dauah Tk. II Lampung Timur dan f< otamadya Daerah Tk. II Metro 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Ne8ara Nomor 3825); 

3.	 Unrlang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Da0rah (Lernbaran Negara 1999 Nomor 60 Tambahan l.ernbaran 

NeJara ~Iomor 3839 ) ; 

4.	 Utldang-undang Nomor "13 Tahun1980 tentang Jalan (Lembaran 

Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3186); 

5.	 Ur,dang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang HLlkum Acara 

Pijana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tarnbahan 

Lembaran Negara Nomor 3209 ) ; 
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6.	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 19'J2 tentang La.u Lintas dan 

AngklJtan	 Jalan (l.ernbaran Negar" Tahun 1992 ~omor 40, 
" 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 348,0); 

7.	 Undc..ng-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pnjak Daerah dan 

Retrif:Jusi Daerah ( Lemharan N3gara Tahun 19~7 Nomor : 41, 

Tamnahan Negara Tahun 3685 ) ; 

8.	 Peraturan Pemerintah l\lolTlor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Unc.Lmg-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pid2<na (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan 

l.ernbaran Negara Nomor 3~58) ; 

9.	 Peratura-i Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana 

dan La/:.J Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, 

Tarnbahan Lembaran Neg3rC:l Nomor 3529) ; 

10. Peraturan Pemerintah	 Nomor 20 Tahun 1997 tentanq Retribusi 

,,'"	 Dacrah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nornor 55, Tambahan 

l.emoaran Negara NC'mor 3692) ; 

11. Kepulusan	 Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang 

PeJoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ; 

12. K€putusan Mentert Dararn i\!cgeri Nomor 23 Tahun 1986 Ketentuan 

Urnum Mengenai Penyidikan Pegawai Neger: Sipil di Lingkungan 

Pcmerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam ~~egeri Nomor 4 

Ta'um 1997 Tentang Penyidik P,:gawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Daerah ; 

13. Keputusan	 Menteri Perhubungan I\Jomor KM 65 Tahun 1993 

te1ltang Fasilitas Pendukurg Kegiatan Lalu Lintas dan Anqkutan 

.Jalan ; 

14. Kpputusan	 Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1996 

tentanq Peyempurnaan Keputusan Menteri Perhuburgan Nomor 

K';l 38 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di 

Jalan dengan Kendaraan t 'murn ; 

'15. Keputusan	 Menteri Dalam Negeri Nomor 1"14 Tahun 1997 tentang 

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 

16. Keputusan	 Menteri Dalam ~egeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang 

Fedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ; 

DENGAN PERSl::TUJuAN DEWAN PER\fIIAKILAr-.J RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

LAMPlIt'-IG TIMUR. 
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MEMUTUSKAN
 

Menetapkan:	 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR. 

~l\B I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

/

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
! 

a, Daerah adalah Kabupten Lampung Tlmur, 

b.	 Pemerjntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur; 

c.	 Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur; 

d.	 DPRD adalah DPRC Kabupaten Lampung Tlrnur; 

e.	 Pejabat adalah Pegnwai yang diberi tugas tertentu dibidang Re~1 ibusi Daerah sesuai 

dengan Peraturan P..:rundang-undangan Daerah yang berlaku; 

f.	 Badan adalah satu bsntuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 

Komanaiter, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama 

dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi Yayasan 

atau Organisasi ya'lg sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta 

bentuk ucaha lainnya; 

g.	 Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat 

serr.entara; 

h.	 Ternpat khusus par' :ir adalah tempat yong secara khusus disediakan dan atau dikelola 

oleh Pemel'intah D~erah yang meliputi Pelataran/Lingkungan Parkir, Taman Parkir dan 

Gedung Parkir; 

L	 Kendaraan berrnotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang 

berada oada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan 

yang diranp'caikan dengan kendaraan bermoior; 

j.	 RGtribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang clisediakan oleh Pemerintah 

Daerah dengan rnenqanut prinsip-prinsip commercial karena pada dermaga dapat pula 

diseolakan oleh sector swasta; 

k.	 Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah 

pembayaran atas pelayanan penyedlaan ternpat parkir yang khusus disediakan, 

dimiliki dan atau d.kelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan 

dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta; 

I.	 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang

undangan retribusl diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 

',J 
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. ~. m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan betas waktu bagi 

Wajib Retribusi untuk rnernantaatkan tempat !<11USUS parkir;.. 
n.	 Surat Pendaftaran Objek Petl-ibusi Daerah, yang selanjutnya dapat tJisingkat SPdORD, 

adalah Surat yang dioerqunakan oleh Wajih Retribusi untuk melaporl<an data objek 

retribusi dan Wajib Rdribusi sebagai Dakar penghitungan dan pembayaran retribusi 

yang terutang rnenurut peraturan perundang-unciangan Retribusi Daerah; 

o.	 Surat Ketetapan RetriDusl Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah 

Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutanq: 

p.	 Surat Ketetapan Retribusi Oaerah Kurang Bavar Tambahan, yar,g selanjutnya dapat 

disingkat SKf<DKBT, adalah surat keputusan ycmg rnenentukan tambahan atas jumlah 

retribusi yang telah ditetapkan; 

q.	 Surat Ketetapan Re+ribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat 

SKRDLB, adalah surat keputusan yang rnenentukan jumlah kelebihan pernbayaran 

retribusi karena jurman I<redit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutanq 

tidak seharusnya terutanq; "".'. 

r.	 Surat TJ.gihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalaf surst 

untuk melakukan ta9ihan retribusi dan atau san.csi administrasi berupa bunga dan atau 

denda; 

s.	 Surat Keputusan KE.:Jeratan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD 

atau document lain \'ang dipersamakan, SKPDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh 

Wajib f(etrit11Isi; 

t.	 Pemeriksaan adalan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan can 

mengolah data dan atau keterangan 'ainnya dalam rangka pengawasan kepatur-an 

pemenuhar. kewajiban retribusi daerah berdasarxan peraturan perundanq-undar-qar 

retribusi daerah; 

u.	 Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakar 

yang ditakuka.i oleh Penyidik Pegawai Neger: Sipil yang selanjutnya dapat dis2:::~t 

Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu mernbua: 

terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukar: 

tersanqkanya. 

BAB II
 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
 

Pasal2
 

Dengan nama RetribL.si Tempat Khusus Park.r dipungut retl ibusi sebagai pembayaran 

atas pelayanan penyerJiaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah 

Daerah. 
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Pasal3 

(1) Objek RetrifJusi adalah PelayanaR Penyediaan Tempat Khusus Parkir yang meliputi : 

a. Pelatarar: linqku.iqan parkir. 

b. Taman parkir. 

c. Gedung parkir 

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat khusus parkir yang dimiliki dan atau 

dikelola oleh PeriJs2haan Daerah dan Pihak Swasta oleh Pemerintah. 

Pasal4 

Subjek R~tribusi adalan orang pribacli atau badan yang memanfaatkan tempat knusus 

parkir. 

BAB iii
 

GOi..ONGAN RETRIBUSI
 

Pasal~ 

Retnbusi tempat khus:IS parkir diqolonqkan sebagai retribusi jasa usaha. 

BABIV
 

CARA MENGUKUR TI~GKAT ?ENGGUNAAN •.JASA
 

Pasal6 

Tlnqkat penggunaan diukur berdasarkan frekwensi dan jangka waktu penqqunaan :e'"'"1pat 

khusus parkir. 

BAB 'J
 

PRINSIP DAN SASARAI~ DALAM PENETAPAN
 

STRUKTUR DAN BESARNYA l'ARIF
 

Pasal7 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi did3s3~~3:-: 

pad a tujuan untuk ruernperoleh keuntungan yang layak seoagaimana keuntungan /a-:g 

. pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientas 

pada harga pasar. 

BAB VI
 

STRUKTLlR DAN BESARNYA TAp-IF RETRIBUSI
 

Pasal8 

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat pa. kir yang disediakan dan jenis 

kendaraan bermotor. 
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(2) Besarnya t3rif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah. 

(3) DCllam hal tarit pasar yang berlaku sulit diternukan, maka tarif ditetapkan sebagai .. 
jumlah pembayaran persatuan unit pelavanan/iasa, yang merupakan jumlah unsur

unsur tarif yang meliputi : 

a. Unsi.r biaya persatuan penyediaan jasa; 

b. Unsur keuntunqa.i yang dil<ehendaki persatuan jasa 

(4) Biaya sebaqaimana dimaksud pada ayat (3) nuruf a meliputi : 

a.	 Blaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk . 
pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan 

bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan 

lang sung dengar penyediaan jasa; 

b.	 Bieja tidak langsung yang meliputi blaya administrasi umum, dan biaya lainnya 

yang rnendukuno penyediaan jasa; 

c.	 Biaya modal, yang berkaitan denqan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya 

... - yan~ bcrjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran cian bunga 

pinjaman. nilai sswa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset; 

d.	 Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga 

atas pinjan ian ja:lg ka pendek. 

(5) Keuntungan	 sebagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam 

persentase tertentu dari total biaya sebaqalmana dimaksud pada ayat (4) dan dari 

modal. 

(6) Struktur	 dan besa.nya tarif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), (2) dan (3) 

ditetapkan sebagai :Jerikllt : 

",'EI~I~ TEMPAT L'ENIS KENDARAAN TARIF 

r>ARKIR BERMOTOR (Rp) 

Taman 

Gedung 
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BAB VII
 

WILAYAH PEMUNGUTAN
 

.. Pasal9 

Retribusi yang tcrhutang dipungut ctiwilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir 

diberikan. 

BAB VIII
 

:vJASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI T~RHUTANG
 

Pasal10 

Masa retribusi tempat khusus parkir di gedung adalah jangka waktu lamanya 2 (dua) jam 

atau ditetapkan lain oleh Kefjala Daerah. 

Pasal11 

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang 
".

dipersamakan. 

BAB IX
 

SURAT PENDA.FTARAN
 

Pasal12 

(1) Wajib Retribusi wajib rnenqisi SPdORD. 

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan 

lengkap serta clitandatangani oleh Wajib I~etribusi atau kuasanya. 

(3) Bentuk, isi serta cara	 ;:>engisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dltetapkan oleh Kepala Daerah. 

BA8X
 

PENETAPAN RETRIBU~I
 

Pasal13 

(1)	 Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) dltetapkan 

retribusi terhutang denqan mene~'bitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Bentuk, isi, dan tata	 cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

BABXI
 

TATA CARt. PEMUNGUTAN
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Pasal14 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat ditJorongl~an. 

(2) Retribusi	 dipungut dengan menggunakan SKRC atau dokumen lain yang 

dipersanakan. 

BAB XII
 

SANKSI ADIVIINISTRASI
 

Pasal15 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat me.nbayar tepat pada waktunya atau kurang 

membayar, dikenakan sar.ksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 

setiap bulan dari retribusi yang terhutanq atau kurang dibayar dan dita~ih dengan 

menggunakan STRD. 

'1.

BAB XIII
 

TATA CARA PEMBAYARAN
 

Pasal16 

(1) Pembayaran rstribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dirnuka. 

(2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran 

retribusi dilakukan setolah berakhirnya jangka waktu pemakaian. 

(3) Retribusi yang terhutenq dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokurnen lain 

yang dipersamakan. 

(4) Tata	 cara pernbayaran, penyetoran ternpat pembayaran retribusi diatur dengan 

Keputusan Kepala Daerah. 

BAB XIV
 

TATA CARA PENAGIHAN
 

Pasal17 

(1)	 Retribusi terhutang oerdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, 

SKRDKBT, SPRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah 

retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib 

Retribusi dapat dita!dih melalui Badan l'rusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). 

(2)	 Penagihan retnbus: melalui BUPLN dllaksanakan berdasarkan Peraturan Perundanq

undangan yang ber'aku. 
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BABXV 

KEBERATAN 

Pasal 18 

.(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau 

pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau c.lokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT 

dan SKRDLB. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertal alasan

alasan yang jelas. 

(3) Dalam hal Wajib	 Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusl. Wajib 

Retribusi harus dapat merr.buktikan ketidakbenaran ketetapan retrlbusi tersebut. 

(4) Kebera.an harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal 

SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan, SKRDKBT dan SKRDLB 

diterbitkan,kecuali apsbua Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka 

waktu itu tidak dapat cipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 
"Ill,'. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan	 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan (3) tidak diangga l) sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. 

(6) Pengajuan keberatar: tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan 

penagihan retribusi. 

Pasal1S 

(1) Kepalz Daerah dala: il jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tangga' S~~at 

Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang dlajukan. 

(2) Keputusan Kepala uaerah atas Surat Keberatan dapat berupa menerima selurunnya 

atau sebagian, menclak atau rnenarnbah besarnya retribusi yang terhutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan	 keca'a 

Daerah tidak rnernbcrlkan sutu kecutusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 

dikabulkan. 

BAB XVI
 

PE~GEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
 

Pa~a120
 

(1) Atas kelebihan pernbayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan perrnohonan 

pengembalian kepada Kepala Daerah. 

(2) Kepala Daerah dalarn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya 

permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagairnana	 dimaksud pada ayat (2) telah diiampaul dan 

Kepal21 Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 
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kelebihon retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka 

waktu paling lama 1 (satu) bulan . .. 
(4) Apabila Wajib Retribusi rnempunyai hutang retribusi lainnya,	 kelebihan pembayaran 

retribusi sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 

melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut. 

(5) Pengembalain kelebtr.an pembayaran retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam jar,gka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya 

SKRDLB. 

(6) Apabila pengernbalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka 

waktu 2 (dU8) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebsar 2% (dua 

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. 

Pasal21 

.... 
(1)	 Permahonan penqer.ibal.an kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis 

kepada Kepala Daerah denqan sekurang-kur::mgnya menyebutkan : 

a.	 nama dan alamat Wajib Retribusi, 

b.	 masa retribusi, 

c.	 besarnya kelebihan pembayaran, 

d.	 alasan yang singkat dan jelas. 

(2)	 Permahanan penqernbalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara 

langsung atau rnelalui pas tercatat. 

(3)	 Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penqirirr.an pas tercatat merupakan 

bukti saat permahanan diterima aleh Kepala Daerah. 

Pasal22 

(1)	 PAngembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah 

Membayar Kelebihan Retribusi. 

(2)	 Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi 

lainnya. Sebagairnana dumaksud pada ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara 

pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 

BAB XVII
 

PENGURI\NGAN, KERINGANAN DAN
 

PEMB;::BASAN RETRIBUSI
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Pasal23 

(1) Kepala	 Daerah dapat mernberikan penquranqan, keringanan dan pembebasan 

retribusi. 

(2) Pemberiar J pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan mernperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. 

(3)	 Tata cara penquranqan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala 

Daerah. 

BAB XVIII
 

KEDALUWARSA PENAGIHAN
 

Pasal24 

(1) Hak	 untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangi<a 

t\"l (ti-ga) tahun terrutuno selak l saat ternutarorrL 1"'...... lryu I'l;JLn'U kecuall apabila. '1II/a iih waktuv	 ~v'.' - ","j . II I I·~.. \."l II"' , r.n+rib' islII . - 1/ ··ct V'V pu 

RetribL.si rnelakukan tindak pidana di bidang retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung 

apabila: 

a.	 diterbitkan Surat Teguran atau, 

b.	 ada pengakuan hutang retribusi dan W~jib Retribusi baik langsung rnaupun teak 

larlgsung. 

BAB XIX
 

KETENTUAN PI:JANA
 

Pasal25 

(1)	 Wajib Retribusi lang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mer_g:kan 

Keuangan Daerah diancam pidana kurunqan paling lama 6 (enam) bular atac cerda 

paling banyak 4 (ernpat) kali jumlah retribus: terhutanq. 

(2) Tindak plcana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

(3) Petugas pelaksana	 yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata 

merugikan PemerirJtah Daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai 

Peraturan Perundeng-undangan yang berlaku. 

BABXX
 

PENYJDIKAN
 

Pasal26 

(1)	 Pejabat Peoawai Negeri Sipil tertentc dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan 

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 

bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebaqarnane dimaksud datam Undang

undang Norncr 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana. 
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(2) Wewenang penyidik 'Jebagaimana dlrnaksud pada ayat (1) adalah : 

a.	 Menerima, mencari, mengurnpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengen tindak pidana d;bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau 

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b.	 Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi 

atau badan tentcnq kebenaran perbuatan yar.g dilakukan sehubungan c:engan 

tindak pidana Retribusi Daerah; 

c.	 Meminta keterarijan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 

dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

d.	 Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 

dengan tindak prfana di bidang Retribusi Daerah; 

e.	 Mclakukqn penggeledahan untuk rnendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 

bahan bukti tersebut; 

f.	 Merrunta bantuan tenaga ahli dalam ranoka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 

pidana di bidang Retribusi Daerah; 

g.	 Menyuruh berhenti dan atau rnelarang seseorang meninggalkan ruanqan atau 

ternpat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 

orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e. 

h.	 Memotret sescoranq yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi 

daerah; 

BAB XXI
 

KETGNTUAN PENUTUP
 

Pasal':!7 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang telah ada dan 

bertentanqan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Pasal20 

Hal-hal Yung belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 
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PasClI29 

Peraturan Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, momerintahkan 'pengundangan Peratursn
 

Daerah ini dengan pene.npatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Larnpung Timur.
 

.. 
DPRO Kabupaten Lampung Timur 
Surat Keputusan Nomor : '170/29 / X / SK / OPRD - L.TM /2000 
31 Oktober 2000 

Sukadana 
November 2000 
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